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ABSTRACT

This study aims to find out: how is the Village Fund Management Transparency in Mattiro Uleng
Village. The variable of this research is Village Fund Management Transparency. Data collection
techniques were carried out by means of interviews and documentation. Data analysis technique
is done by descriptive analysis. The results of this study indicate that the transparency of the
Mattiro Uleng Village government regarding the management of village funds is quite in
accordance with the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018, this is because the
government still lacks information regarding the realization of village funds.
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1. Introduction

Pemerintah desa dituntut untuk menjamin transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, dalam
hal ini dana desa dari APBN yang merupakan bagian terpenting dalam pengelolaan dana desa
sejak ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 melibatkan desa, dimana setiap desa
dipercayakan pengelolaan anggaran yang relatif besar oleh pemerintah pusat dan masyarakat.
Transparansi merupakan hal yang sangat penting sejak ada peraturan Perundang-undangan
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dikarenakan adanya sejumlah dana yang relatif besar
dilakukan pengelolaan kepada pemerintah desa. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara mengatur antara lain pengelolaan keuangan daerah dan
pertanggungjawabannya. Oleh karena itu merealisasikan pengaturan, pengelolaan dan
pertanggungjawaban keuangan tersebut, pengembangan dan pengaplikasian akuntansi sektor
publik sangat penting dilakukan sebagai alat melakukan transparansi dalam mewujudkan
akuntabilitas publik untuk mencapai good governance Mardiasmo (2012). Transparansi
merupakan keterbukaan organisasi untuk menyediakan informasi yang material dan relevan
dengan cara yang mudah diakses dan dipahami bagi yang berkepentingan. Tanpa adanya
tranparansi dalam pengelolaan dana desa yang baik dapat menimbulkan potensi penyelewengan
yang dilakukan oleh aparat desa selaku pengelola dana. Indonesia Coruption Watch (ICW)
menjelaskan setidaknya ditahun 2018 terdapat 158 perangkat desa yang tersandung kasus
korupsi di Indonesia. hal ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukaan oleh
ICW yang menemukan selama tahun 2015 sampai 2017 tidak satupun perangkat desa yang
terlibat korupsi.

Desa Mattiro Uleng menerima dana desa cukup besar pada tahun 2021. Besarnya penerimaan
dana desa di Desa Mattiro Uleng Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara Kabupaten Pangkajene
dan Kepulauan yaitu sebesar Rp. 1.233.907.000,- Pemanfaatan dana desa ini dilakukan untuk
pelaksanaan pembangunan Desa Mattiro Uleng itu sendiri pada tahun 2021 (Laporan Dana Desa
Mattiro Uleng tahun 2021), dengan diadakannya musyawarah Dusun terlebih dahulu sebelum
membuat RKPDes dengan usulan yang berasal dari aspirasi masyarakat Desa Mattiro Uleng
melalui Badan Anggota Desa (BPD), dan kemudian diakan Musyawarah Desa Mattiro Uleng yang
bertujuan untuk menentukan arah kebijakan Pemerintah Desa dalam mengelola anggaran Tahun
2021, Besarnya dana desa yang dimiliki Desa Mattiro Uleng harus dikelola dengan baik dan
transparan agar tujuan pemberian dana desa kepada setiap desa dapat tercapai sesuai amanat
undangundang. Hal ini menjadi tantangan bagi aparatur desa dalam melakukan penyusunan
Anggaran Dana Desa (ADD) sehingga pertimbangan pembangunan dilakukan secara rasional dan
dapat diterima oleh seluruh masyarakat desa. Alasan peneliti memilih Analisis Transparansi

Pengelolaan Dana Desa sebagai judul penelitian dikarenakan analisis transparansi pengelolaan
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dana Desa mempunyai pengaruh yang cukup besar untuk masyarakat yang ada di desa karena

bisa mengetahui berapa anggaran yang diterima dan berapa anggaran yang terealisasi. Apabila

anggaran Dana Desa benar-benar dikelola dengan baik dan jujur maka dipastikan program yang
telah dirancang akan berhasil meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Desa.

2. Method, Data, and Analysis

Variabel Penelitian

Berdasarkan judul dari peneliti yaitu “Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Mattiro Uleng

Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan”, maka yang

menjadi variabel dalam penelitiannya adalah transparansi pengelolaan dana desa di Desa Mattiro

Uleng kecamatan Liukang Tupabbiring Utara Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif di mana peneliti akan

menggambarkan bagaimana transparansi pengelolaan dana desa. Data yang digunakan adalah

data sekunder yang diambil melalui proses dokumentasi di Desa Mattiro Uleng Kecamatan

Liukang Tupabbiring Utara Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Transparansi pengelolaan dana desa adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan

masyarakat desa untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang

pengelolaan dana desa. Variabel penelitian diukur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 20 Tahun 2018 dengan indikator sebagai berikut:

a. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa
diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis.

b. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa
diinformsikan kepada masyarakat dengan media informasi yang mudah diakses oleh
masyarakat antara lain papan pengumuman, radio komunikasi dan media informasi lainnya.

c. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan
kepada Bupati melalui Camat.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan realisasi pelaksanaan APBD Desa Mattiro

Uleng Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sedangkan

sampel dalam penelitian ini adalah lapoan realisasi pelaksanaan APBDesa Desa Mattiro Uleng

Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran

2021.

Teknik Pengumpulan Data
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Secara umum dalam mendapatkan data yang diperlukan sebagai pendukung analisis terhadap
permasalahan yang akan dibahas, maka diperlukan metode-metode tertentu agar didapatkan
data yang obyektif. Berikut macam-macam teknik pengumpulan data berdasarkan tekniknya
adalah: dokumentasi, dalam teknik ini peneliti akan melakukan telaah pustaka dimana peneliti
akan mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun
kelembagaan. Dokumen dan arsip yang berkaitan dengan fokus penelitian merupakan salah satu
sumber data yang paling penting dalam penelitian. Dokumen yang dimaksud adalah dokumen
tertulis, gambar/foto, data statistik. Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan dokumen berupa
laporan APBDesa tahun 2021.
Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis
deskriptif yang digunakan terhadap pengelolaan dana desa di Desa Mattiro Uleng Kecamatan
Liukang Tupabbiring Utara Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan cara melihat
bagaimana transparansi pengelolaan dana desa apakah sudah sesui dengan prinsip transparansi
menurut Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Adapun kriteria kesesuaian yang
digunakan yakni berdasarkan nilai Indeks Kesesuaian Kasar (IKK) sebagaimana yang
diungkapkan oleh Arikunto (2010) yaitu dengan rumus sebagai berikut:
IKK=n /N

Keterangan:
IKK = Indeks Kesesuaian Kasar
n = Jumlah Kode/Jawaban yang sama
N = Banyaknya Obyek yang diamati
Kemudian hasil perhitungan IKK dibuat dalam bentuk persentase lalu dihitung rataratanya untuk
mengetahui besarnya persentase kesesuaian yang diperoleh dengan cara:

Kesesuaian = [KK x 100%
Selanjutnya Arikunto (2010) mengemukakan lagi bahwa” kadang-kadang pencairan persentase
dimaksudkan untuk mengetahui status sesuatu yang dipersentasekan lalu ditafsirkan dengan
kalimat kuantitatif”.

Tabel 1. Tingkat Persentasi Indeks Kesesuaian Kasar

Tingkat Persentase Kualifikasi
76% - 100% Sesuai
57%-75% Cukup Sesuai
40% - 56% Kurang Sesuai
0% - 39% Tidak Sesuai
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3. Result and Discussion

3.1. Hasil Penelitian

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat desa untuk

mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang pengelolaan dana desa.

Informasi-informasi yang berhak diperoleh oleh masyarakat baik dari tahapan proses

perencanaan sampai dengan tahap pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil dokumentasi,

indikator variabel transparansi yang ada pada Bab III dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa telah
diinformasikan kepada masyarakat sudah dilakukan oleh Pemerintah Desa Mattiro Uleng.
Bentuk transparansi Pemerintah Desa Mattiro Uleng terhadap pengelolaan dana desa dengan
membuat papan informasi mengenai APBDesa tahun 2021 yang di pasang di depan Kantor
Desa Mattiro Uleng. Hal tersebut dapat dilihat pada lampiran 9.

b. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa tidak
diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis serta belum ada media informasi yang
disebarkan kepada masyarakat luas terkait pertanggungjawaban mengenai realisasi
pengunaan dana desa tersebut. Masyarakat belum bisa mengetahui bagaimana bentuk
pertanggungjawaban pemerintah dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan sampai pada tahap pertanggungjawabannya.

c. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Dana Desa telah
disampaikan kepada Bupati Pangkajene dan Kepulauan melalui Camat Liukang Tupabbiring
Utaradalam bentuk laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran tahun berkenaan.

3.2. Pembahasan

Pada penelitian ini, peneliti mengukur variabel transparansi dengan menggunakan rumus IKK

yang berpatokan pada indikator yang telah ditentukan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 20 Tahun 2018, dan kemudian dipresentasikan. Hasil yang ditemukan bahwa transparansi

Pemerintah Desa Mattiro Uleng dalam pengelolaan dana desanya mencapai 66%. Dari hasil

analisis tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah Desa Mattiro Uleng dalam menerapkan

transparansi pengelolaan dana desa cukup sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

20 Tahun 2018. Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masayarakat

mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang

membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak
diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah desa dengan tetap memperhatikan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Dilihat dari penelitian terdahulu yang di tulis oleh Umi Purwanti

dengan judul transparansi pengelolaan dana desa di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang
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Kabupaten Muara Enim pada tahun 2021 yang menjelaskan bahwa transaransi pengelolaan dana
desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan adanya ketersediaan aksesibilitas dokumen,
adanya kejelasan dan kemudahan akses informasi, adanya keterbukaan proses dan adanya
kerangka regulasi yang menjamin. Transparansi di Desa Mattiro Uleng dalam pengelolaan dana
desanya ada beberapa indikator yang belum dijalankan oleh Pemerintah Desa Mattiro Uleng dan
tidak sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 diantaranya, belum
ada media informasi yang dapat di akses langsung oleh masyarakat umum terkait pengelolaan
dana desa. Bentuk transparansi Pemerintah Desa Mattiro Uleng terhadap pengelolaan dana
desanya yaitu hanya dengan membuat papan informasi APBDesa yang di pasang di Depan Kantor
Desa Mattiro Uleng.

4. Conclusion and Suggestion

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa
transparansi pemerintah Desa Mattiro Uleng terhadap pengelolaan dana desa berdasarkan hasil
analisis yang di dapatkan oleh peneliti bahwa transparansi pemerintah Desa Mattiro Uleng
terhadap pengelolaaan dana desanya sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 20 Tahun 2018, hal tersebut disebabkan pemerintah sudah memberikan informasi terkait
realisasi dana desa. Dalam hal ini media informasi yang bisa di akses langsung oleh masyarakat.
Papan informasi yang ada bisa dikatakan bentuk transparansi karena sudah ada penjelasan
terakait dana desa tersebut.
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